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 ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Larangan Menikah dengan Orang yang 
Sekampung di Kenagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten 
Pasaman Barat Perspektif  ‘Urf “ Disusun oleh Maman Suryaman BP 
1413010017 jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol 
Padang. Skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya larangan menikah 
sekampung di Nagari Talu yang aturan ini tidak ada terdapat dalam 
ketentuan syara’. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana larangan 
menikah dengan orang yang sekampung di Kenagari Talu Kecamatan 
Talamau Kabupaten Pasaman Barat perspektif ‘urf. Adapun pertanyaan 
penelitan skripsi ini pertama apa yang melatarbelakangi adanya larangan 
pernikahan sekampung di Kenagarian Talu. Kedua apa tujuan larangan 
menikah sekampung tersebut. Ketiga bagaimana pandangan masyarakat 
Kenagarian Talu terhadap tradisi larangan menikah sekampung. Keempat apa 
saja bentuk-bentuk sanksi bagi pasangan yang melakukan pernikahan 
sekampung. Kelima bagaimana analisis ‘urf terhadap tradisi larangan 
menikah sekampung tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. 
Pengumpulan data skripsi ini dengan cara melakukan wawancara kepada 
ketua KAN, tokoh adat, masyarakat, dan juga pasangan yang melanggar 
aturan larangan menikah sekampung dan juga dokumentasi dari Nagari Talu. 
Kesimpulan skripsi ini adalah pertama larangan menikah sekampung ini 
dilatarbelakangi karena masyarakat dianggap sesuku, memiliki datuk yang 
sama, dan kampung kecil dan mandi satapian. Kedua tujuannya supaya tidak 
ada terjadi pernikahan bersaudara, supaya tidak terjadi pernikahan sesuku 
dan untuk menghasilkan keturunan yang sehat, karena masyarakat 
beranggapan kalau terjadi pernikahan sesuku akan menghasilkan keturunan 
yang cacat. ketiga sebagian masyarakat menerima aturan larangan menikah 
sekampung dan sebagian lagi menolak. Keempat sanksi yang diberikan, yaitu 
dibuang dari kampung, membayar seekor kambing, dan dikucilkan dari 
masyarakat. Kelima Setelah menganalisis aturan ini, ternyata aturan larangan 
menikah dengan orang yang sekampung di Kenagarian Talu tidak memenuhi 
kriteria ‘urf shahih dan latarbelakang penyebab munculnya aturan larangan 
menikah dengan orang sekampung ini tidak ada lagi. Oleh karena itu penulis 
simpulkan,  aturan larangan menikah dengan orang yang sekampung di 
Kenagarian Talu  merupakan ‘urf fasid. 
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